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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah terkait dengan 

komitmen di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah sangat siap. 

hal ini dibuktikan dengan secara konsistennya kepala dinas kesehatan 

dalam hal ini sebagai pimpinan puncak untuk selalu mendukung penuh 

dalam penerapan basis akrual tersebut, Selain itu komitmen terhadap 

penerapan basis akrual juga di dukung penuh oleh loyalitas dan 

partisipasi pegawai pada bagian keuangan dinas kesehatan Provinsi 

Gorontalo. 

2. Kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

untuk kualitas sumber daya manusia di dinas kesehatan Provinsi 

Gorontalo kurang siap berkaitan dengan tingkat pemahaman pegawai, 

hal ini karena sebagian pegawai yang ada di dinas kesehatan Provinsi 

Gorontalo belum terlalu memahami basis akrual, adapun yang sudah 

memahami namun masih sebatas teori sedangkan untuk praktek masih 

membutuhkan waktu untuk lebih menggali tingkat pemahaman dalam 

mempraktekkan basis akrual selain itu masih kurangnya pegawai yang 

ada dalam bagian keuangan dinas kesehatan Provinsi Gorontalo 

sehingga mengakibatkan implementasi basis akrual tidak fokus dalam 

implementasiannya.  



2 
 

3. Kesiapan penerapan basis akrual terkait dengan infrastruktur sudah 

cukup siap karena dukungan infrastruktur dalam penerapan basis 

akrual sudah cukup menunjang, hal ini terlihat dengan ketersediaan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan 

fungsinya. Selain itu untuk dukungan anggaran selalu dimaksimalkan 

dengan baik hal ini karena di dinas kesehatan Provinsi Gorontalo untuk 

perangkat keras dan perangkat lunak selalu dilakukan peremajaan 

agar tidak cepat rusak adapun kalau sudah rusak maka segera  

dianggarkan untuk diperbaiki sesuai dengan fungsinya.  

4. Kesiapan penerapan basis akrual untuk indikator penilaian sistem 

informasi sudah cukup siap hal ini karena penerapan basis akrual 

memiliki berbagai macam permasalahan misalnya jaringannya yang 

tidak stabil dalam melakukan pengimputan data keuangan di Sistem 

informasi manajemen daerah hal ini karena pengaruh cuaca yang 

memungkinkan jaringan Local Area Network (LAN) sering terganggu. 

 
5.2. Saran  

Saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti terhadap 

kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual pada dinas 

kesehatan provinsi gorontalo yaitu: 

1. Penerapan basis akrual di dinas kesehatan Provinsi Gorontao 

memiliki berbagai macam kendala terkait tingkat pemahaman 

pegawai, oleh karena itu sebaiknya dilakukan pengembangan terkait 

dengan pemahaman para pegawai dibagian keuangan dinas 
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kesehatan Provinsi Gorontalo akan standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual misalnya dengan sosialisasi ataupun pelatihan akan 

penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut secara terus 

menerus dan bukan hanya pada saat awal penerapan basis akrual. 

Tujuannya yaitu agar tingkat pemahaman pegawai terhadap basis 

akrual dapat di ingat oleh pegawai dalam jangka waktu yang lama 

sehingga penerapan basis akrual dapat berjalan dengan baik. 

2. Penerapan basis akrual bukan hanya berlandaskan pada peraturan 

pemerintah nomor 71 tahun 2010 namun penerapan basis akrual 

khususnya di Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo juga didukung 

dengan berbagai macam regulasi perundang-undangan seperti 

Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2014 tentang pedoman 

penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo, Peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2014 tentang bagan 

akun standar Pemerintah Provinsi, dan Peraturan Gubernur nomor 39 

tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi 

Gorontalo. Sehingga agar tidak terjadinya tumpang tindih ataupun 

ketidakjelaskan dalam sinkronisasi peraturan pemerintah nomor 71 

tahun 2010 dan Peraturan Gubernur yang ada di Provinsi Gorontalo 

maka sebaiknya dilakukan kajian mendalam terkait dengan 

penerapan sistem serta kebijakan akuntansi yang akan diterapkan 

dalam Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar tidak 

mengalami kendala saat penerapannya. 
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5.3. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Jawaban dari sebagian narasumber yang belum dapat menjelaskan 

keseluruhan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti serta waktu 

wawancara untuk setiap narasumber yang tidak sama  hal ini karena 

peneliti tidak mau mengganggu waktu kerja dari para pegawai tersebut.  

2. Data pendukung penelitian berupa dokumentasi yang belum dapat 

menjelaskan terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti.  
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